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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
1. Belum ada ketentuan normatif yang mengatur khusus tentang penundaan

eksekusi riil oleh karena itu penundaan pelaksanaan eksekusi riil terhadap
benda tidak bergerak pada putusan hakim dalam perkara perdata no.
138/Pdt.G/2003/PN.Mlg. di Pengadilan Negeri klas 1A kota Malang hanya
berpatokan pada perjanjian dan permohonan dari pemohon eksekusi saja.
Beberapa alasan penundaan berdasarkan perkara perdata no
138/Pdt.G/2003/PN.MLG. termohon dan pemohon sepakat akan menunggu
termohon eksekusi melakukan pengosongan sendiri, adanya gugatan baru
terhadap objek yang sama, dan itikad tidak baik dari termohon yang selalu
menunda-nunda ataupun perlawanan dari pihak termohon eksekusi. Namun
hal pokok dari penundaan yang terjadi adalah tidak adanya hukum atau
aturan yang tegas dari Undang-Undang maupun dari pemerintah tentang
penundaan, berapa lama dan berapa kali boleh melakukan penundaan
hingga eksekusi dilaksanakan.

2. Upaya hukum bagi pihak yang dimenangkan dalam kasasi karena
penundaan  eksekusi  pada  putusan  perkara  perdata  no.
138/Pdt.G/2003/PN.Mlg. adalah pemohon eksekusi dapat mengajukan
aanmaning (teguran) 8 hingga 10 hari setelah putusan Pengadilan Negeri

kepada pengadilan yang berwenang agar objek sengketa tidak berpindah
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tangan kepada pihak lain melalui cara apapun, kemudian mengajukan sita
jaminan jika tidak ada itikad baik dari pihak termohon eksekusi. Kemudian
meminta pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi objek sengketa
tanpa menerima alasan-alasan yang bisa menunda proses eksekusi lebih

lama.

4.2. Saran

1. Untuk Pemerintah, sebaiknya ada penambahan aturan untuk eksekusi yaitu
tentang aturan penundaan eksekusi aturan yang bukan berarti undang-
undang namun juga bisa aturan-aturan atau suatu penetapan dimana
aturan/penetapan ini berlaku untuk semua pengadilan di Indonesia sehingga
dapat memberi kepastian hukum dan mengurangi kerugian akibat
penundaan eksekusi kepada pihak yang menang namun eksekusinya
ditangguhkan atau ditunda.

2. Untuk Pengadilan Negeri, sebaiknya ketika membuat surat penetapan
eksekusi juga dilampirkan tentang aturan jika terjadi penundaan eksekusi,
baik itu kewajiban dari termohon eksekusi hingga kepada sanksi-sanksi jika
aturan tersebut dilanggar atau tidak sesuai dengan aturan tersebut.

3. Untuk pihak termohon eksekusi, sebaiknya jika sudah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijalankan dengan sukarela, agar
tidak menyusahkan pihak lain, dan juga anda akan dipandang memiliki
itikad baik.

4. Untuk pihak pemohon, sebaiknya jika sudah memasukkan permohonan

eksekusi lebih diperhatikan apakah alasan yang digunakan termohon untuk
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penundaan eksekusi memang adalah hal yang tidak dapat disangkal harus

ada penundaan atau hanya sekedar alasan belaka.
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